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RAIIMAT TUHAN YAIYG IIJIAHA ESA

I}UPATI I{ATINGAN

bahwa dalam rangka penyelenggaraan

Penterintahan Desa dan pelaksanaan

pembangunan, pernerataan. pertumbuhan antar

i"", ai, peningkatan pelayarran dasar serta

pen.ingkatan periberdayaan masyaraka! desa'

perrtu ad.anya stimulan melaJui Alokasi Dana

Des'a (ADD);

bah.wa dengan adanya l{ota Kesepaham-an dan

p..i"":f." Iierjasama Antara Camat IGtingan

Ten.gah, Camat Marikit, Camat Katingan Hulu

ii*."CJ*at Bukit Raya dengan Para Kepda Desa

di Kecamatan Katingan Tengah' Kecamatan

Manikit, Kecamatan Katingan Hulu dan

Kec,amatan Bukit RaLya, perlu dilakukan
perubahan Atas peratu.ian Bupati Nomor^ 12

Tatrun 2OL2 tentang Pectoman Pelaksanaan Dan

P;;;;p"" elokasi" Da'na Desa j+PP) Di

L"i,"p"t"n Katingan Tahr'rn Anggaran 2Ol2;

batrwa untuk memenuhi maksrrd sebagarmana

hur:ufadanbd'iatas,perluditetapkandengan
Peraturan BuPati Katinga-n'

Unr:lang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang

Perrrbentukan i(abupate:n Katingan' {apupaten-S;;;;", 
KabuPaten Sukamara' KabuPaten

iu.rrrr.r,.d".,, Kabupaten (i,nung Mas' Kabupaten

PuLa.ng Pisau, Iiabupat'el. y"t""g RLyt dan

faUufaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

i;;;s;h (Lembaran Negara Republik Indonesia'

Tatri,n iooz Nomor i8, Tambahan Lembaran

N.ge." Republik Indonesia Nomor a18O);

Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Perneriitahan Daerah (Lembaran Negara

h"ir"Ufif. Indonesia Talrrun 2OO4 Nomor 125

2.



J.

Tanrbahan Lembaran Negara Reptrblik lndonesia

Nornor 4437) sebagaimarna telah diubah dengan

Unclang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang

Pen-rbahan atas Undang-Unclang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

*"i,l"Oi Undang-Uttd*o'g (\'ernbaran Negara

n"p:"Ufif. Indone"sia Tah'un 2005 Nomor 108'

Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Norr:tor 45481, sebagaimama telah diubah denga'n

Unclang-Undang Nomor "12 Tahun 20OB tentang

Pen-rba-han kedua atas Ur;rdang-Undang Nomor 32

Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah

p.r,:baran Negara Republik ,Indonesia Tahun

ioo,s Nomor b Tamba'han l*mbaran Negara

Repluliift Indonesia Nomor a84a);

Unclang-Undang Nomor ll'3 Tahun 2OO4 tentang
per"imb"angan Kiuangan €mtara Pemerintah Pusat

daraPemerintahanDaer.ah(LembaranNegara
nei,uUlik Indonesia Tal:un 2AO4 Nomor L26

Tan:rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nonrror aa38\;

Unrilang-IJndang Nomor 128 Tahun 2OO9 tentang
p".j,iL baerah ian Retribusi (Lembaran Negara

i"i,rUfif. Indonesia Tahrun 2OO9 Nomor 1O3'

Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 5049);

Unrlang-Unclang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Perabentukan 
"Peraturan Perundang-Undangan

ll.,rbaran Negara Reprublik .Indonesia 
Tahun

ZOii Noraor BZ, Tamba'han Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 523a\

Peraturan Pemerintah }rlomor 55 Tahun 2005

tentang Dana PerimbarLgan (l''embaran Negara

n.p.rUiit Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137 '
Tanibahan Lembaran Neg;ara Republik Indonesia

Nornor a5751;

Pera-furan Pemerintah l\omor 58 Tahun 2OO5

lentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

N.il*"" RepirUtit Indonesia Tahun 2005 Nomor

irii, Tamtahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a57B);

8. Peratrrran Pemerintah Nomor 72 Tatmn 2DO5

ten.tang Desa (Lembaran Negara Republik

Inctoneiia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

45.18);

9. Pelaturan Pemerintah Nomor 38 Tahrrn 2OO7

terLLtang Pembagian Uruslan Pemerintahan antara

Pemeri-ntah, PeLerintahan Daerah Provinsi dan

Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2}titl Nomor gZ, 'fambahan Lembaran Negara

Repubiik indorresia Nomor a737);

4.

q

6.
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11.

PercLturan Deerah Kabupaten Katingan No-mor 3

Tah'un 2008 tentang Pembagizur Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
pemerintaf, Kabipatet' Ka'riregan (Lembaran

Dae:rah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor

03);

Perarturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor lt
Tahun 2A11 ftntang Kerjasama Antar Desa Di

tu"irrpu,."., ifutin[an (Lembaran Daerah

fi"U"p"t"n Katingan Tahurn 2011 Nomor 11);

12. PerErturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 19

Tahun 2OLL tentang Anl4garan Pendapatan dan

Belzrnja Daerah Kabupaten Katingan Tahun

AngS;aran 2A72;

13. Peratturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2OO'7 tentang Pedomatr Umum Tata Cara

Peleiporan -d.tt Pertanggung Jawabian

Penriel engg ar aar, PemerinrLahan Desa;

14. Pera.turan Bupati Katinllan Nomor 50 Tahr'tn

2OA9 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturem

Bupati Katingan Nomor 127 Tahun 2009 tentang

Feir,r"juk Peliksanaan Pe:rjalanan Dinas Jabatan

Dalam Negeri Bagi Pejiabat Begara' Pegawai

Irleg,eri dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga
ahli /Tenaga Pendukung di Lingkungan

Perrrerintah Kabupaten Kertingan'

Menetapkan PERATITIRAN
PERATIIRAN
TENTAI{G
PENETTILPAI{
I(ABUPI\TEN

]MEMUTUSI(AN

BUPATI TENTITI{G PERUBAHAN ATAS

BUPATI NOM:OR L2 TAHUN 2AT2
PEDOMAN IIELAI(SA}TAAI{ DAN

ALOI(ASI DirNA DESA {ADD} DI

I{ATINGAN TNitUN ANGGARAN 2OL2

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam P'eraturan Bupati Nomor

12 Tahun 2OL2 tentang Pedoman Pelaksanaan dan

e"rr"t"p^n Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten

Katingem Tahun Anggaran ?Ol2 (Berita Daerah

f<"ilrirtt.n Katingat fif,t"t 2Ol2 Nornor 57) diubah
dan ditambah sebagai berikut :

1. Kete:ntuan Pasal B diubah, sehingga Pasal 8
berbunYi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kerjasama antar deseL dalam satu kecamatan
,eitau antar desa pada beberapa kecamatan

perlu dibuat Memorandum of Understanding

tuoU) yang selanjutnya dituangkan daiam



naskah kerjasama serta dibentuk Badan
Kerjasama Antar Desil yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Katingan, yang selanjutnya
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
kegiatan.

(2) Keterkaitan dengan Memorandum of
Understanding (MoU) sebagaimara dimaksud
pada ayat (1), dana ).ang semula dialokasikan
untuk Operasional TPPK Desa-Desa di
Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan
Marikit, Kecarnatan Katirrgan Hulrr dan
Kecamatan Bukit l?aya, dapat dialihkan
penggunaannya untuk membiayai kegiatan
lainnya di desa yang ciitunjuk.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di
undan;3kan, agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundanglan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tang6ial ra. &c!f,t*tbs"- 2012

BU

DUWEL RAWING

Di undangkan di Kasongarr
pada tanggal aL &apeARDL 2072

SEKRETARIS

.ANTWO TATEL I,,A.DJU

BEzuTA DAERAH KAIIUPATEN KATINGAN TAHUN 20li1 NoMoR : B)


